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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahuiPelaksanaan Perjanjian Kerjasama Automatic Traffic Counting Antara PT. Virama karya Dengan PT. Qlue Performa Indonesia.Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum Normatif Empiris.Hasil penelitian mengenai bentuk perjanjian yang digunakan yakni perjanjian tertulis yang tertuang di dalam kontrak.Pelaksanaan perjanjian tersebut dilaksanakan melalui tahapan yakni tahap konraktual.Akibat hukum terjadinya wanprestasi dalam mengetahuiPelaksanaan Perjanjian Kerjasama Automatic Traffic Counting Antara PT. Virama karya Dengan PT. Qlue Performa Indonesia terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah yang merupakan sarana bagi para pihak yang melakukan (ingkar janji) untuk mendiskusikan  penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. 

Kata kunci: Perjanjian, Kerjasama.

COOPERATION AGREEMENT IN AUTOMATIC AGREEMENT COUNTING IMPLEMENTATION BETWEEN PT. VIRAMA KARYA AND PT. QLUE PERFORMA INDONESIA 
ABSTRACT
The purpose of this study is to find out the implementation cooperation agreement in automatic agreement counting between PT. Virama Karya and PT. Qlue Performa Indonesia. The research method in this study is the normative-empirical legal research method. The result of this study showed that the type of agreement between the party is written agreement through a contract. The implementation of the contract is implemented through several contractual steps. The legal consequences if the party got default in the implementation of the Cooperation agreement in automatic agreement counting between PT. Virama Karya and PT. Qlue Performa Indonesia, first of all, the resolutions for the parties they are using negotiation. This negotiation is the way for the parties who are in default to discuss the dispute resolution without a mediator or a third party. The mechanism of negotiation in this dispute resolution depends on the parties who are involved in this conflict.
Keywords: Agreement, Cooperation
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I. PENDAHULUAN
	Perkembangan perekonomian dan pertumbuhan masyarakat yang begitu cepat, dari tahun ke tahun membuat kepadatan lalu lintas di jalan raya semakin meningkat. Salahsatu penyebab utamanya adalah pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor yang jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pembangunan jalan raya yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas.
Lalu lintas sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangan wilayah.Olehsebab itu dalam penyelenggaraan lalu lintas perlu juga dibarengi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi salah satunya seperti dengan penggunaan Automatic Traffic Countingsystem.
Automatic Traffic Countingmerupakan suatu alat dengan sistem yang secara otomatis dapat menghitung dan mengklasifikasikan jenis kendaraan yang melintas atau melewati suatu titik pada arus lalu lintas. Survei transportasi sangat penting pada saat ini, khususnya ditengah perkembangan pembangunan infrastruktur, analisis dampak lalu lintas, managemen transportasi, dan rekayasa lalu lintas juga membutuhkan informasi terkait data traffic disuatu tempat, sehingga akan memudahkan untuk membantu kinerja dalam pemantauan arus lalu lintas dalam betuk visual maupun data. 
Berkaitan dengan Automatic Traffic Counting, dalam penelitian kali ini penulis akan membahas mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT. Virama Karya selaku Pihak Pertama dan PT. Qlue Performa Indonesia selaku Pihak Kedua. Para pihak sepakat untuk melaksanakan pekerjaan Automatic Traffic Countingkondisi jalan di Lingkungan BBPJN IX Mataram.[footnoteRef:1] [1: 	Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) dibawah tangan Nomor 02/VK.CK/VIII/2019 yang dibuat pada tanggal 12 Agustus 2019 (terlampir).] 

Dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  selanjutnya disebut KUHPerdata) disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.[footnoteRef:2] Dalam hukum perjanjian sendiri berdasarkan namanya terbagi menjadi dua macam yaitu perjanjian bernama (nominaat contract) dan perjanjian tidak bernama (innominaat contract).Nominaat contract merupakan ketentuan hukum yang mengkaji berbagai kontrak atau perjanjian yang dikenal dalam KUHPerdata, sedangkan innominaat contract merupakan seluruh kaidah hukum yangmengkaji berbagai kontrak yang timbul, tumbuh dan hidup dalam masyarakat dan kontrak ini belum dikenal pada saat KUHPerdata diundangkan.[footnoteRef:3] [2: 	 Prof. R. Subekti, S.H dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. .]  [3: 	Prof. R. Subekti, S.H dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. .] 

Innominaat contract diatur dalam Buku III KUHPerdata Pasal 1319. Menurut Mariam Darus, yang termasuk dalam perjanjian tidak bernama (onbenoemd overeenkomst) salah satunya yaitu perjanjian kerjasama. Di dalam prakteknya, perjanjian ini lahir berdasarkan asas kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian.[footnoteRef:4] Asas kebebasan berkontrak menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya. [4: 	 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi HukumPerikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.69. ] 

II. PEMBAHASAN
Subjek perjanjian adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang  berwenang membuat perjanjian, sudah cakap atau sanggup melakukan perbuatan hukum tersebut, dan para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan perjanjian dengan dasar kebebasan menentukan kehendaknya yang artinya dalam membuat perjanjian tidak ada paksaan dari pihak manapun karena sepakat diantara keduanya akan mengikat mereka.
Berkaitan dengan badan hukum yakni badan-badan perkumpulan dari orang-orang yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti halnya manusia. Karena badan hukum dapat melakukan persetujuan-persetujuan yang dilakukan oleh badan hukum menggunakan prantara orang sebagai pengurusnya.[footnoteRef:5]Subjek perjanjian dalam penelitian ini adalah para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama, yaitu PT. Virama Karya danPT. Qlue Performa Indonesia. Perjanjian kerjasama adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT. Virama Karya Dan PT. Qlue Performa Indonesia kepada yang memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk mewakili perusahaan membuat perjanjian. Pihak pertama diwakili oleh PT. Virama Karya dan pihak kedua diwakili oleh PT. Qlue Performa Indonesia yang ditugaskan untuk melakukan pengerjaan automatic traffic counting oleh PT. Virama Karya yang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Subjek dalam perjanjian kerjasama ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 1320KUHPerdata bahwa perjanjian kerjasama dapat terjadi antara orang maupun badan hukum yang mempunyai kecakapan untuk membuat perjanjian-perjanjian. [5:  Subekti R, 1970, Hukum Perjanjian, Jakarta. PT. Pembimbing Masa, hlm. 16. ] 

b. Objek Perjanjian
Objek perjanjian harus dapat ditentukan. Tidak dilihat dari apakah barang itu sudah ada untuk sekarang atau yang akanada nanti. Sehingga yang dapat menjadi objek perjanjian antara lain ; 
1) Barang yang dapat diperdagangkan ( Pasal 1332 KUH Perdata)
2) Barang yang dapat ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH  Perdata). Tidak jadi masalah jika untuk sekarang jumlahnya tidak bisa ditentukan, yang jelas kemudian hari jumlahnya dapat ditentukan.
3) Barang-barang yang akan ada dikemudian hari (Pasal 1334 ayat (2) KUH Perdata)

Selain itu ada barang yang tidak dapat dijadikan objek perjanjian, antara lain :
1) Barang diluar perdagangan. Misalnya senjata resmi yang dipakai Negara
2) Barang yang dilarang Undang-Undan. Misalnya narkoba
3) Warisan yang belum terbuka
Subekti menambahkan terkait objek perjanjian :	
1) Yang telah dijanjikan paea pihak harus jelas agar dapat menentukan hak dan kewajiban para pihak
2) Yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ketentuan umum, kesusilaan. [footnoteRef:6]Objek dalam perjanjian ini berupa pekerjaan automatic traffic counting. [6:  Subekti R, 1970, Hukum Perjanjian, Jakarta. PT. Pembimbing Masa, hlm. 16.] 

1. Substansi Kontrak Perjanjian Kerja Sama Automatic Traffic counting PT. Virama dan PT. Qlue Performa Indonesia.
a. Judul Perjanjian
Dalam sebuh perjanjian tentunya memiliki sebuah nama, sehingga bagi seseorang yang membacanya sudah mengatahui jenis perjanjian apa yang dimaksud. Adapun dalam perjanjian kerjasama  judul perjanjian terletak dipaling awal sebuah perjanjian yang dibuat secara tertulis yaitu dalam hal ini judul perjanjiannya adalah : perjanjian kerja 
b. Tanggal Perjanjian Kerjasama
Tanggal dibuatnya perjanjian kerjasama atau waktu perjanjian kerjasama adalah masa dimana para pihak dalam hal ini yang menjadi subjek perjanjian kerjasama mengadakan suatu perjanjian kerjasama sehingga perjanjian kerjasama tersebut disepakati dan ditanda tangani oleh para pihak dan juga dihitung mulai berlakunya perjanjian kerjasama tersebut.
Dari hasil penelitian penulis yang meneliti perjanjian Kerja Sama Automatic Traffic counting PT. Virama dan PT. Qlue Performa Indonesia., tanggal dan waktu perjanjian kerjasama dibuat sebelum perjanjian kerjasama dilaksanakan dan mulai berlaku setelah ditanda tangani oleh pihak PT. Qlue Performa Indonesia. Adapun dari hasil penelitian tanggal dibuat perjanjiannya untuk tahun 2019 adalah tanggal 12 Agustus 2019.[footnoteRef:7] [7: Hasil Wawancara, Dengan Ni Made Sulandari Cahya Santi, Asisten Team Leader (TL) PT. Virama Karya, Pada hari Senin, Tanggal 4 Juli 2020, Pukul 11.00 WITA] 

c. Sistem Pembayaran
Bahwa pada perjanjian kerjasama berlaku dengan pembayaran secara bertahap. Dari hasil penelitian perjanjian kerjasama antara PT. Virama Karya adalah dengan cara pembayaran 1 bulan sekali selama 6 bulan dimulai dari bulan September  hingga februari.
Dari hasil wawancara dengan PT. Virama Karya adalah menyatakan bahwa dalam perjanjian sistem pembayaran telah diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6. [footnoteRef:8] [8: Hasil Wawancara, Dengan  Lalu Iwan Wirasakti, Team Leader PT. Virama Karya,Pada    Hari Senin, Tanggal, 29 Juni 2020, Pukul 10:00 WITA] 

2. Mekanisme Perjanjian Kerjasama Aomatic Traffic Counting PT. Virama dan PT. Qlue Performa Indonesia.
a. Lingkup pekerjaan 
PT. Qlue Performa Indonesia yang disebut pihak kedua wajib melaksanakan dan bertanggung jawab atas kegiatan pelaksanaan pekerjaan automatic traffic counting kondisi jalan di lingkungan BBPJN IX Mataram (pasal 1).
3. Implementasi perjanjian kerja sama Automatic Traffic Counting antara PT. Virama Karya dan PT. Qlue Performa Indonesia.
Implementasi pelaksanaan perjanjian antara PT. Virama Karya dengan PT. Qlue Performa Indonesia berjalan dengan semestinya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, namun pada saat penyelesaian pembayaran PT. Virama Karya terjadi hambatan dalam hal pembayaran. Hal ini dikarenakan kesalahan dari pihak PT. Qlue Performa Indonesia yang tidak memenuhi berkas-berkas pembayaran dengan baik dan lengkap kepada pihak pertama yang disebut PT. Virama Karya, sehingga pihak kedua PT. Qlue Performa Indonesia meminta ganti rugi terhadap keterlambatan pembayaran tersebut kepada pihak pertama.
B. Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kerjasama Automatic Traffic Counting PT. Virama karya dengan PT. Qlue Performa Indonesia.
a. Akibat-akibat wanprestasi 
Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur. Sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasinya, yaitu:
1) Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur (pasal 1234 KUH Perdata).
2) Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayran ganti kerugian (pasal 1267 KUH Per)
3) Peralihan resiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1247 KUH Per).
4) Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (pasal 181 ayat 1 HIR).

1. Prestasi dan Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Automaric Traffic Counting PT. Virama Karya dengan  PT. Qlue Performa Indonesia.
	Prestasi terpenting dari perjanjian pekerjaan adalah untuk mencapai hasil pekerjaan yang sudah diperanjikan oleh para pihak, membayar hasil pekerjaan selama 7 (tujuh) bulan kepada pihak kedua. Sesuai dengan hak dan kewajiban (pasal 3) dan cara pembayaran (pasal 6). Jika prestasi tersebut tidak dijalankan maka timbul suatu wanprestasi sehingga bertentangan dengan hak dan kewajiban tersebut. Jika dilihat dari Pasal 1235 ayat (1) KUHPerdata menentukan bahwa, pada umumnya dalam perjanjian untuk menyerahkan suatu pekerjaan. Pengertian memberikan dalam perikatan ini adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas pekerjaan dari debitur kepada kreditur dan juga dapat berupa penyerahan kekuasaan nyata dan penyerahan hak milik atas jumlah dari debitur kepada kreditur. 
2. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kejasama Automatic Traffic Counting PT. Virama Karya dengan  PT. Qlue Performa Indonesia.

Didalam perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh antara PT. Virama Karya dengan PT. Qlue Performa Indonesia, dalam perjanjian tersebut telah mencantumkan keadaan-keadaan yang dapat dikategorikan sebagai murni kesalahan atau kelalaian. Dalam kasus wanprestasi dalam perjanjian kerjasama, wanprestasi yang dilakukan oleh pihak  PT. Qlue Performa Indonesia termasuk dalam kategori wanprestasi “tidak melakukan apa yang seharusya dilakukan” yang dimana seharusnya pihak kedua melengkapi berkas berkas yang dibutuhkan  agar pihak pertama dapat membayar biaya pekerjaan pada tanggal 13 bulan  Februari, akan tetapi pihak PT. Qlue Performa Indonesia melakukannya karena sengaja atau kelalaiannya.
	Berdasarkan keterangan dari pihak  PT. Virama Karya  yang berkaitan, dengan adanya keterlambatan pembayaran yang dilakukannya karena dari pihak PT. Qlue Performa Indonesia tidak melengapi berkas-berkas nota yang akan dibayarkan.   Kasus wanprestasi tersebut tersebut terjadi pada bulan Februari 2019, dimana dalam kasus ini terjadi kelalaian yang dilakukan pihak kedua PT. Qlue Performa Indonesia.
3. Upaya Akibat Hukum Para Pihak Akibat Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kejasama Automatic Traffic Counting PT. Virama Karya dengan  PT. Qlue Performa Indonesia.

	Secara umum jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerja sama antara PT. Virama Karya dengan PT. Qlue Performa Indonesia diselesaikan dengan dua jalur, yaitu dengan jalur pengadilan (litigasi)dan di luar jalur pengadian (non litigasi). Penyelesaian wanprestasi melalui jalur pengadilan merupakan cara penyelesaian wanprestasi antara para pihak yang sudah menemui jalan buntu atau tidak dapat menyelesaikan permasalahanya dengan itikad baik, sehingga mereka memilih penyelesaian melalui jalur pengadilan dengan bantuan hakim.
Dari hasil analisa, dapat diketahui bahwa penyelesaian hukum akibat wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama automatic traffic counting antara PT. Virama Karya dengan PT. Qlue Performa Indonesia melakukan upaya hukum diluar pengadilan (non litigasi).Upaya hukum yang di maksud adalah dengan membayar ganti rugi. Akibat hukum wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian PT. Virama Karya dengan PT. Qlue Performa Indonesia adalah PT. Virama Karya diharuskan membayar ganti rugi yang di derita PT. Qlue Performa Indonesia dengan membayar ganti kerugian sebesar RP. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1234 BW


III. PENUTUP
Kesimpulan 
Berdasarkan pada perumusan masalah dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Perjanjian antara  PT. Virama Karya dan PT. Qlue Performa Indonesia adalah perjanjian Kerjasama yang termasuk sebagai perjanjian tidak bernama, dengan karakteristik perjanjianyang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT. Virama Karya  dengan PT. Qlue Performa Indonesia berjalan dengan baik, namun terjadi wanprestasi berupa keterlambatan dalam proses pembayaran, yang disebabkan oleh PT. Qlue Performa Indonesia sehingga menyebabkan PT. Virama belum dapat melakukan penyelesaian pembayaran.
2. Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kerjasama antara PT. Virama Karya dan PT. Qlue Performa adalah PT.Virama meminta kepada PT. Qlue untuk melakukan pemenuhan perjanjian dan ganti rugi sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai sanksi atas keterlambatannya.


Saran
Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan diatas maka peneliti memberikan saran yaitu:
1. Pihak kedua seharusnya melengkapi berkas-berkas kwitansi pembayaran sesuai dengan permintaan pihak pertama PT. Virama Karya, sehingga pihak pertama PT. Virama Karya dapat melakukan proses terhadap pembayaran tersebut sesuai dengan tempo waktu yang telah ditentukan .	
2. Dalam membuat perjanjian dibawah tangan sebaiknya dilakukan pencatatan pada kantor notaris berupa  membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku khusus yang disebut Buku Pendaftaran Surat Di Bawah Tangan (waarmerking/register) atau  pembuktian bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang benar ditandatangani oleh para pihak dan proses itu disaksikan oleh seorang Pejabat Umum (legalisasi).  Selain itu agar memperkecil atau meminimalisasi adanya suatu permasalahan atau sengketa dikemudian hari yang disebabkan karena itikad buruk di antara salah satu pihak, ataupun kerugian yang disebabkan salah satu pihak yang diharapkan selanjutnya dapat menjalin kerjasama yang produktif dan aman demi kelancaran perjanjian para pihak.
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